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Dalam penulisan skripsi yang penulis bahas adalah permasalahan tentang 
Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 
Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Studi di Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Malang), yang dilatarbelakangi pengembangan mutu pendidikan di Indonesia 
sampai sekarang belum maksimal karena berbagi aspek. Standar Nasional 
Pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengawasan, pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang 
bermutu. Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam 
mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban bangsa yang 
bermartabat. Salah satu standar diatas yang paling penting untuk diperhatikan 
yaitu standar pendidik dan kependidikan. Metode pendekatan yuridis sosiologis. 
Pendekatan yuridis sosiologis ini mengkaji permasalahan dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan realita yang ada di 
lapangan. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa Dinas 
Pendidikan Kota Malang sudah melakukan pembinaan, pengembangan dan 
pembimbingan secara intensif baik terhadap lingkungan sekolah secara 
keseluruhan maupun terhadap tenaga pendidik, melakukan pengembangan-
pengembangan yaitu dalam hal peningkatan kompetensi guru, melaksanakan 
pengendalian yang dilakukan oleh pengawas-pengawas sekolah dan juga 
pengendalian melalui Penilaian Baku Mutu Sekolah oleh Badan Akreditasi 
Sekolah (BAS), melakukan evaluasi Peningkatan Pencapaian Baku Mutu 
Pendidikan dilakukan setahun sekali baik itu melalui pengawas sekolah maupun 
oleh Dinas Pendidikan Kota Malang yang lainnya. Pelaksanaan dari Pasal 36 Ayat 
(2) Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 terbentur dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi terhadap Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Amar putusan menyatakan 
bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang selama ini sebagai dasar hukum RSBI/SBI (Rintisan 
Sekolah Berstandar Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan 
Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 yang dilaksanakan oleh Diknas 
Kota Malang ada dua yaitu dihapuskannya RSBI dengan munculnya Surat Edaran 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 017/MPK/SE/2013 tentang 
Kebijakan Transisi RSBI, upaya yang dilakukan adalah melanjutkan RSBI sampai 
tahun ajaran baru dan kemudian merubah status RSBI menjadi sekolah regular.  
Kata Kunci: Pelaksanaan, Baku Mutu Pendidikan, RSBI 
 
LATAR BELAKANG MASALAH  
Pedidikan adalah sesuatu yang tidak bisa di pisahkan dari kehidupan. 
Karena erat kaitannya pendidikan dengan kehidupan. Demi tercapainya kehidupan 
yang sejahtera maka sejak balita kita berlomba-lomba untuk masuk dalam dunia 
pendidikan. Adapun pengertian pendidikan dari segi istilah umum dapat merujuk 
kepada berbagai sumber yang diberikan para ahli pedidikan. Dalam Undang-
Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 dinyatakan 
bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, 
masyarakat bangsa dan negara. 
Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan berarti daya upaya 
untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, karakter), fikiran 
(intellect) dan dan tumbuh anak yang antara satu dan lainnya saling berhubungan 
agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan 
anak-anak yang kita didik selaras.1 
Berbicara tentang pendidikan maka Pemerintah Kota Malang 
mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang sistem 
penyelenggaraan pendidikan yang di dalam Pasal 36 menyebutkan  : 
“1.Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan, pengembangan, 
pembimbingan, pengendalian serta evaluasi kinerja secara berkala 
dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan. 
2. Bagi satuan pendidikan yang telah mencapai baku mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengembangkan menjadi Satuan 
Pendidikan Bertaraf Internasional.” 
Baku mutu pendidikan2 di Indonesia sampai saat ini belum berjalan 
maksimal. Karena di dalam baku mutu pendidikan banyak aspek yang harus 
terpenuhi agar penyelenggaraan pendidikan berjalan lancar. Aspek-aspek itu dapat 
digunakan rangsangan agar tenaga pengajar dalam melaksanakan tugasnya jadi 
                                                        
1 Sultani, 2010. Paradigma dan Sistem Pendidikan di Indonesia, 
http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20100305134030, diakses tanggal 3 Maret 
2013 
2 http://www.wikipedia.com definisi baku mutu pendidikan diakses 25 februari 2013 
lebih bersemangat dan mendapat motivasi lebih. Terkait dengan tugas Dinas 
Pendidikan Nasional (DIKNAS) Kota Malang sesuai dengan perda yang telah 
disebutkan di atas maka penulis ingin mengkaji materi tentang pengembangan 
baku mutu pendidikan karena menarik untuk diteliti. Selama ini Kota Malang 
dikenal sebagai Kota Pendidikan sudah barang tentu harusalah memiliki mutu 
pendidikan dengan kualitas yang bagus. 
Sebagai langkah awal, Diknas akan melakukan pemetaan terhadap 
kemampuan guru-guru di Kota Malang. Pemetaan tersebut akan dijadikan sebagai 
upaya untuk membenahi mutu penendidikan di kota ini.3 
Setelah melihat kelompok kemampuan guru itu, diknas akan melihat 
kualitas guru di tiap sekolah. Jika di sekolah itu kemampuan guru dinilai tidak 
merata, maka akan diratakan. Misalnya, ada sekolah yang kemampuan gurunya 
banyak yang dasar. Lalu di satu sekolah kemampuan gurunya tinggi, maka diknas 
akan memeratakan kemampuan guru itu.4 
Namun ironis sekali apabila kemudian kualitas tenaga pendidik yang terus 
dipacu untuk bisa merata tidak dibarengi dengan hasil UN yang tidak 
mencerminkan prestasi Kota Pendidikan. Pada tahun 2012 Kota Malang hanya 
berada di urutan 35 dari 38 daerah di Jawa Timur.  
Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil 
judul ”Pelaksanaan Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 
Tahun 2009 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Studi di Dinas 
Pendidikan Nasional Kota Malang)” 
PERMASALAHAN 
Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Apa bentuk pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No.3 Tahun 2009 
yang dilaksanakan oleh diknas kota malang? 
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan tersebut? 
3. Bagaimanakah upaya atau cara untuk mengatasi hambatan tersebut? 
                                                        
3 http://malangraya.web.id/2009/09/08/demi-pemerataan-kualitas-pendidikan-guru-harus-
siap-dipindah/, diakses tanggal 13 Juni 2013 
4 Ibid 
 METODE PENELITIAN 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis 
yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan dan aspek hukum normatif yaitu 
Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Sistem 
Penyelenggaraan Pendidikan dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada di 
lapangan. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi di Kota Malang, yaitu di 
Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang merupakan unsur pendukung 
penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan yang mempunyai 
tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam 
penelitian yang dilakukan penulis yang dapat dikatakan sebagai populasi adalah 
Guru di Kota Malang baik itu PNS maupun honorer serta pegawai diknas terkait 
dengan pelaksanaa pasal tersebut. Sedangkan untuk sampel dalam penelitian ini 
ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan 
dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Purposive 
sampling digunakan dengan menentukan kriteria khusus terhadap yang didasarkan 
pada tujuan tertentu, dalam hal ini adalah:  
a) Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Malang. 
b) Seksi Pengawasan dan pegawai diknas. 
c) Guru di Kota Malang. 
PEMBAHASAN 
Bentuk Pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang 
Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang 
Pada penulisan ini penulis menganalisis Pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota 
Malang No. 3 Tahun 2009 yang do dalam Pasal tersebut menyebutkan: 
“1.Dinas Pendidikan melaksanakan pembinaan, pengembangan, 
pembimbingan, pengendalian serta evaluasi kinerja secara berkala 
dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan. 
2. Bagi satuan pendidikan yang telah mencapai baku mutu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengembangkan menjadi Satuan 
Pendidikan Bertaraf Internasional.” 
Menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang5 ada 
beberapa indikator yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang 
yang juga merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 
2005 tentang Standar Pendidikan Nasional terkait dengan capaian baku mutu 
pendidikan bagi sekolah-sekolah dan ini harus dipenuhi oleh sekolah agar sekolah 
mencapai baku mutu pendidikan yang bagus, indikator-indikator itu antara lain: 
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan 
tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 
pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.  
Dari hasil penelitian untuk unsur pembinaan menurut Kepala Seksi 
Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang6 
melakukan pembinaan secara intensif baik terhadap lingkungan sekolah secara 
keseluruhan maupun terhadap tenaga pendidik. Pembinaan yang dilakukan 
berkenaan dengan pencapaian baku mutu pendidikan adalah berupa workshop 
managemen sekolah, Diklat tentang Peningkatan Kompetensi guru dan tenaga 
kependidikan.  
Ditambahkan oleh Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 
Malang7 selain pembinaan tersebut diatas Dinas Pendidikan juga melakukan 
Pembinaan Terhadap seni budaya di sekolahnya yaitu dengan mengirimkan 
Pembina Seni dan Budaya untuk melatih anak didiknya berkesenian seperti Tari 
Topeng.  
Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Blimbing 38 banyak pembinaan yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan terutama bagi sekolah-sekolah unggulan dari 
mulsi workshop seperti tersebut diatas maupun pembinaan langsung ke sekolah-
sekolah dan semua pembinaan masih sesuai dengan jalur yang digariskan untuk 
mendapatkan capaian baku mutu pendidikan. SD Negeri blimbing 3 adalah salah 
                                                        
5 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang 
tanggal 4 Juni 2013 
6 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang 
tanggal 4 Juni 2013 
7 Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
8 Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, Tanggal 4 Juni 2013 
 
satu sekolah unggulan untuk tingkat Sekolah Dasar. Sementara itu menurut 
Kepala Sekolah SDN Kauman 1 Malang9 banyak sekali program-program 
pembinaan sekolah untuk menuju ke arah professional, inovatif, prestasi, dan lain-
lain.  Di SMA Negeri 9 Malang Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan 
pembinaan dalam bidang keolahragaan, dukungan terhadap bidang keolahragaan 
di SMA Negeri 9 Malang dilakukan secara maksimal oleh Dinas Pendidikan, 
disamping itu Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan-
pelatihan serta seminar-seminar sebagai upaya peningkatan baku mutu pendidikan 
yang diikuti oleh SMA Negeri 9 Malang.10 
Dalam hal Dinas Pendidikan harus melaksanakan pengembangan dalam 
rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan menurut Kepala Seksi Kurikulum 
Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas Pendidikan Kota Malang11mengatakan 
bahwa Dinas Pendidikan Kota Malang melakukan pengembangan-pengembangan 
dalam hal peningkatan kompetensi guru, dan melaksanakan lomba-lomba antar 
sekolah yang dapat memacu standar baku mutu pendidikan serta melaksanakan 
seleksi Kepala Sekolah dan Guru berprestasi yang kriterianya adalah kreatifitas 
dan inovatif Kepala Sekolah dan Guru sehingga bisa memacu baku mutu sekolah. 
Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Blimbing 3 Malang12 pihak sekolah juga 
melakukan pengembangan yang bisa memacu baku mutu sekolah antara lain: 
1. Pengembangan dalam inovasi Sistem Kegiatan Belajar mengajar dan 
2. Meningkatkan standar kelulusan (SKL) yaitu dengan peningkatan jumlah nilai 
dalam ujian.  
Sedangkan menurut Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata 
Pelajaran Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 
Malang13 pihak sekolah melakukan pengembangan di internal sekolah terutama 
dengan mengadakan pelatihan-pelatihan guru dan mengikutsertakan guru-guru 
dalam MGPS, mengadakan seminar-seminar dan pengajar tamu, serta varian 
                                                        
9 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SDN Kauman 1 Malang, Tanggal 4 Juni 2013 
10 Hasil wawancara dengan Guru SMA Negeri 9 Malang, tanggal 5 Juni 2013 
11 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang 
Dinas Pendidikan Kota Malang, tanggal 4 Juni 2013 
12 Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, Tanggal 4 Juni 2013 
13 Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
ekstrakurikuler yang mendukung kegiatan belajar mengajar dan peningkatan baku 
mutu pendidikan kesemuanya itu didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang. 
Jika di SMP Negeri 114 upaya pengembangan dilakukan dari hari ke hari 
untuk meningkatkan baku mutu sekolah dengan cara sebagai berikut: 
1. meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan,  
2. meningkatkan prestasi siswa baik akademik maupun non akademik, serta 
3. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dalam pendidikan 
dengan cara membuka kotak saran sebagai bahan masukan dari masyarakat 
tentang baku mutu sekolah dan layanan yang harus diperbaiki.  
Kesemua pengembangan itu didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Malang.  
Untuk unsur pembimbingan dalam rangka pencapaian Baku Mutu 
Pendidikan, menurut Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang 
Dinas Pendidikan Kota Malang bahwasannya Dinas Pendidikan Kota Malang 
berupaya melakukan pembimbingan melalui pelatihan-pelatihan guru dan Kepala 
Sekolah serta penyusunan Program-program kerja sekolah dan juga bimbingan 
kepada sekolah ketika dilaksanakannya lomba-lomba sekolah, dan sebagainya.15  
Selama ini Dinas Pendidikan Kota Malang telah memberikan bimbingan dalam 
upaya pencapaian baku mutu pendidikan, bimbingan-bimbingan yang pernah 
dilakukan menurut Kepala SD Negeri Kauman 1 Malang16. Bimbingan-bimbingan 
yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang tersebut sudah sesuai dengan 
apa yang diharapkan sekolah demikian diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah 
Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 Malang.17 
Dinas Pendidikan harus melaksanakan pengendalian dalam rangka 
pencapaian Baku Mutu Pendidikan, pengendalian itu dilakukan oleh pengawas-
pengawas sekolah sebagai kepanjangtanganan dari Dinas Pendidikan Kota 
Malang yang mempunyai tugas memberikan pengawasan dan pembinaan kepada 
sekolah-sekolah untuk dapat mencapai standar baku mutu pendidikan, hal itu 
                                                        
14 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, 
tanggal 4 Juni 2013 
15 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang, 
tanggal 4 Juni 2013 
16 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 
2013 
17 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang, Tanggal 4 Juni 2013 
diungkapkan oleh Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Dinas 
Pendidikan Kota Malang. Pengendalian juga dilakukan melalui Penilaian Baku 
Mutu Sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS).18  
Menurut Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang19 pengawasan dan 
pengendalian dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan dilakukan oleh 
Dinas Pendidikan dengan mengirimkan pengawas Sekolah, hal itu juga 
dibenarkan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah) 
Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang20 menurut 
beliau bahwa ada monitoring dari pengawas terhadap pencapaian baku mutu 
pendidikan. Sebagai wakil dari Dinas Pendidikan dan Pemerintah, Pengawas 
Sekolah selalu melakukan monitoring tentang pencapaian baku mutu sekolah 
demikian diungkapkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA 
Negeri 1 Malang.21 Menurut Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang,22 
Dinas Pendidikan selalu mendampingi dan memberikan arahan-arahan yang benar 
dalam melakukan monitoring 
Dalam hal Dinas Pendidikan Kota Malang harus melaksanakan evaluasi 
kinerja dalam rangka pencapaian Baku Mutu Pendidikan, menurut Seksi 
Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang Evaluasi selalu dilakukan dengan 
tidak membeda-bedakan apakah itu sekolah unggulan atau bukan, evaluasi yang 
dilakukan oleh Dinas Pendidikan biasanya dilakukan setahun sekali baik itu 
melalui pengawas sekolah maupun oleh Unsur Dinas Pendidikan Kota Malang 
yang lainnya. Menurut Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang23 Evaluasi secara berkala tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Kota Malang saja, bahkan juga dilakukan oleh Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Evaluasi pencapaian baku mutu pendidikan dilakukan melalui 
                                                        
18 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang, 
tanggal 4 Juni 2013 
19 Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
20 Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS (Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
Sekolah) Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang 
21 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang, tanggal 4 Juni 2013  
22 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 
2013 
23 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang, tanggal 4 Juni 2013 
Pengawas dan dilakukan secara berkala, begitu menurut Koordinator MGMPS 
Kota Malang24. Menurut Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang biasanya evauasi 
itu dilakukan di akhir tahun pelajaran.25  
Di internal sekolah juga melaksanakan evaluasi tentang standar baku 
mutu, di SMA Negeri 1 biasanya evaluasi dilakukan setiap dua kali dalam setahun 
melalui Evaluasi Diri Sekolah (EDS).26 Jika di SD Negeri Kauman 1 Malang 
biasanya evaluasi sekolah mengarah pada akreditasi sekolah yang ada setiap 4 
taun sekali dan pencapaian hasil peningkatan sekolah setiap tahunnya.27 
Di SMP Negeri 18 Malang evaluasi dilakukan setidaknya 1 semester satu 
kali yang tujuannya membahas kemajuan sekolah sesuai dengan standar baku 
mutu yang ada.28SMP Negeri 1 Malang melakukan evaluasi sekali dalam satu 
tahun.29 Pada SD Negeri Blimbing 3 Malang30 ada 2 (dua) macam evaluasi yang 
dilakukan yaitu: 
1. Penilaian Hasil belajar siswa yang dilakukan 2 kali dalam setahun 
2. Standar kelulusan (SKL) yang dilakukan setahun sekali. 
Tentu saja muara dari Pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Perda Kota Malang 
No. 3 Tahun 2009 adalah tingkat kelulusan yang dari tahun ke tahun 
menunjukkan peningkatan dengan standar nilai kelulusan yang bagus, karena 
pencapaian Baku Mutu Pendidikan dikatakan ada peningkatan bisa diukur dengan 
tigkat kelulusan dari tahun ke tahun tersebut.  
Pembahasan selanjutnya tentang pelaksanaan Pasal 36 ayat (2) Perda Kota 
Malang No. 3 Tahun 2009 di dalam Pasal 36 ayat (2), Perda Kota Malang No. 3 
Tahun 2009 dikatakan bahwa bagi satuan pendidikan yang telah mencapai baku 
mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban mengembangkan 
menjadi Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional. Namun pelaksanaan Pasal 36 
                                                        
24 Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS Kota Malang yang juga merupakan 
Guru SMP Negeri 18 Malang, , tanggal 4 Juni 2013 
25 Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
26 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang, tanggal 4 Juni 2013 
27 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 
2013 
28 Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS Kota Malang yang juga merupakan 
Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
29 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, 
tanggal 4 Juni 2013 
30 Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
ayat (2) ini menjadi terbentur dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
permohonan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Amar putusan menyatakan bahwa 
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang selama ini sebagai dasar 11okum RSBI/SBI (Rintisan 
Sekolah Berstandar Internasional/Sekolah Berstandar Internasional) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat.  
Perlu diketahui bahwa Kota Malang memiliki RSBI mulai dari SD sampai 
dengan SMA sekolah-sekolah tersebut antara lain SDN Tlogowaru, SDN Kauman 
1, SDN Tunjungsekar 1, SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 5. Sedangkan untuk 
SMA adalah SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4, SMAN 5, dan SMAN 8.31 
Tabel 4.2 
Daftar Sekolah RSBI Kota Malang 
SD SMP SMA 
1. SDN Tlogowaru 
2. SDN Kauman 1 
3. SDN Tunjungsekar 1 
1. SMPN 1,  
2. SMPN 3,  
3. SMPN 5 
1. SMAN 1,  
2. SMAN 3,  
3. SMAN 4,  
4. SMAN 5, dan  
5. SMAN 8 
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Malang, diolah, 2013 
Semua sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler, yang dibina oleh 
pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal tersebut tertuang melalui Surat Edaran 
Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, yang diteken 
Mendikbud pada Rabu, 30 Januari 2013 kemarin, ditujukan kepada para gubernur, 
bupati/walikota, kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di seluruh 
Indonesia. Kebijakan ini diambil menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi 
(MK) Nomor 5/PUU-X/2012, yang mengabulkan permohonan Koalisi Pendidikan 
ke MK. Putusan MK itu menghapus dasar hukum penyelenggaraan RSBI. Adapun 
proses belajar mengajar mengacu pada standar nasional pendidikan (SNP) dan 
tetap berlangsung sampai akhir Tahun Pelajaran 2012/2013 sesuai dengan 
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Sementara terkait 
                                                        
31 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang, 
tanggal 4 Juni 2013. 
pembiayaan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota menyediakan anggaran untuk 
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu pada sekolah eks RSBI. 
Sekolah tidak boleh menarik pungutan dari masyarakat yang terkait dengan 
program RSBI. 32 
Berbagai tanggapan baik itu pro dan kontra mewarnai putusan MK 
tersebut diatas termasuk juga di Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang 
sendiri melalui Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang33 
mengatakan ketidaksetujuannya berkaitan dengan penghapusan RSBI, karena 
RSBI merupakan brand image bagi sekolah-sekolah untuk menjaring siswa-siswa 
berprestasi dan sebagai nilai tawar bahwa sekolah dapat go international. Setelah 
dihapuskannya RSBI, Dinas Pendidikan Kota Malang menginstruksikan kepada 
semua Kepala Sekolah RSBI untuk tetap menjaga mutu sekolah dengan 
pembiayaan yang minimal walaupun Jer Basuki Mawa Bea yang artinya untuk 
mendapatkan mtu pendidikan yang bagus butuh pembiayaaan.  
Hal senada juga diungkapkan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum 
SMA Negeri 1 Malang34, beliau tidak setuju apabila RSBI dihapuskan karena ini 
merupakan ajang kompetisi dan supaya sekolah Non RSBI bisa mengejar mutu 
sekolah RSBI dan kemudian juga menjadi RSBI. Di SMA Negeri 1 Malang 
sendiri masih ada beberapa program yang dijalankan dari program-program RSBI 
terutama program-program yang mendukung kualitas Sekolah. Kalau menurut 
Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang35, bukan terletak pada persoalan 
setuju ataupun tidak setuju tentang dihapuskannya RSBI tapi ini adalah keputusan 
final dari Pemerintah Pusat sehingga sekolah tinggal menjalankan saja. Semenjak 
dihapuskannya RSBI SD Negeri Kauman 1 Malang lebih konsen untuk 
menjalankan peningkatan mutu sesuai dengan harapan sekolah.  
                                                        
32 http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1015, diakses tanggal 8 Juni 2013 
33 Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Malang, 
tanggal 4 Juni 2013 
34 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang, tanggal 4 Juni 2013 
35 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 
2013 
 
Lain lagi pendapat yang setuju dengan penghapusan RSBI, seperti 
diungkapkan oleh Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang36 beliau tidak setuju 
dengan RSBI, karena selama ini hanya labeling saja atau penamaan saja RSBI tapi 
kualitasnya jauh dari harapan, lebih baik Sekolah Standar Nasional tetapi kualitas 
siswa-siswinya yang Go International. Sementara itu menurut Koordinator 
MGMPS Kota Malang yang juga merupakan Guru SMP Negeri 18 Malang37 
setuju dengan dihapuskannya RSBI karena menurutnya ada beberapa hal yang 
harus menjadi perhatian dari keberadaan RSBI yaitu: 
1. RSBI bersifat mendadak dan tidak memperhatikan kesiapan sekolah 
2. Guru dan tenaga kependidikan belum mempersiapkan diri dengan penggunaan 
Bahasa Inggris, dikarenakan kemampuan Bahasa inggris guru yang masih 
kurang 
3. Guru lebih banyak memikirkan cara berkomunikasi dan melupakan materi 
pelajaran yang merupakan inti pokok dari proses belajar mengajar 
4. Mutu siswa menjadi berkurang karena dipaksakan untuk mempunyai prestasi 
yang bagus dan Go International 
5. RSBI tidak dapat dijangkau semua kalangan karena biaya pendidikannya 
mahal dan memberatkan orang tua wali. 
Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 
2009 Yang Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang Dan Upaya Dalam 
Mengatasi Hambatan Tersebut 
Jika kita berbicara tentang hambatan yang dialami dalam pelaksanaan 
Pasal 36 Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2009 harus memilah mana hambatan 
yang dialami oleh Dinas Pendidikan itu sendiri maupun hambatan yang dialami 
oleh internal sekolah itu sendiri, karena bagaimanapun sekolah sebagai ujung 
tombak dari kebijakan pasal 36 Perda Kota Malang nomor 3 tahun 2009 adalah 
pihak sekolah. Hambatan yang dialami oleh Dinas Pendidikan Kota Malang di 
dalam penerapan penilaian baku mutu Pendidikan adalah pada persoalan Sumber 
Daya Manusia yang ada di dalam sekolah, persoalan tersebut terletak pada diri 
                                                        
36 Hasil wawancara dengan Kepala SD Negeri Blimbing 3 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
37 Hasil wawancara dengan Koordinator MGMPS Kota Malang yang juga merupakan 
Guru SMP Negeri 18 Malang, tanggal 4 Juni 2013 
masing-masing Guru, persoalan-persoalan tersebut sangatlah kompleks, persoalan 
itu mulai dari kreatifitas guru dalam cara mengajar, inovatif guru, kemampuan 
guru dalam menterjemahkan standar, dsb. Sehingga upaya yang ditempuh oleh 
Dinas Pendidikan Kota Malang adalah uji kompetensi sekolah dan tenaga 
pendidik dan sertifikasi para tenaga pendidik, karena dengan hal itu diharapkan 
guru-guru semakin terpacu untuk mendapatkan baku mutu pendidikan yang 
bagus. 
Sementara itu hambatan yang dialami sekolah untuk mencapai baku mutu 
pendidikan menurut Kepala SD Negeri Kauman 1 Malang38 datang dari sarana 
dan pra sarana untuk mewujudkan yang terbaik dan juga Sumber Daya Manusia 
itu sendiri, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah 
dengan melengkapi sarana dan prasarana yang ada bekerja sama dengan komite 
sekolah, dan kerja sama dengan Universitas Negeri Malang (UM) terkait dengan 
profesionalisme guru. Hambatan yang dialami SMP Negeri 1 Malang39 adalah 
kuranganya pemahaman Orang tua siswa/wali murid tentang program-program 
kerja sekolah sehingga upaya yang ditempuh adalah selalu mengkomunikasikan 
program-program sekolah melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan 
orangtua/wali murid satu kali tiap semester.  
Hambatan yang dirasakan oleh SMA Negeri 1 Malang40 berkaitan dengan 
pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 ada beberapa hal 
yaitu: 
1. Kebijakan Daerah yang kadang-kadang bertentangan dengan peraturan-
peraturan yang ada  
2. Dalam mencapai 8 standar baku mutu pendidikan masih terdapat 20% Sumber 
Daya Manusia yang ada di internal sekolah belum memenuhi standar yang 
diharapkan, misalnya saja tidak mau merubah paradigm yang ada. 
3. Kompetensi dari tenaga pendidikan belum memenuhi standar baku mutu. 
                                                        
38 Hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri Kauman 1 Malang, tanggal 4 Juni 
2013. 
39 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Malang bidang Humas, 
tanggal 4 Juni 2013 
40 Hasil wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMA Negeri 1 
Malang, tanggal 4 Juni 2013 
Upayanya adalah dengan selalu memberikan pemahaman tentang standar baku 
mutu pendidikan terhadap 20% SDM yang belum paham, sampai mereka benar-
benar paham dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan 
kompetensi tenaga pendidik sesuai dengan baku mutu pendidikan 
Di SMP Negeri 18 Malang hambatan di dalam pelaksanakan Pasal 36 
Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 ada beberapa hal, yaitu: 
1. Adanya persepsi sekolah gratis, sehingga menyulitkan sekolah untuk 
meningkatkan sarana dan prasarana sekolah 
2. Program yang belum berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia yang saat ini bersifat insidental 
3. Kurikulum yang sampai saat ini belum ajek sangat menyulitkan guru untuk 
mengaplikasikan dalam pengajaran. 
KESIMPULAN 
Adapun kesimpulan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Bentuk pelaksanakan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang 
Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang: 
a) Bentuk pelaksanaan dari Pasal 36 Ayat (1) Perda Kota Malang No. 3 
Tahun 2009 adalah Dinas Pendidikan Kota Malang sudah melakukan 
pembinaan, pengembangan dan pembimbingan  secara intensif baik 
terhadap lingkungan sekolah secara keseluruhan maupun terhadap tenaga 
pendidik, melakukan pengembangan-pengembangan yaitu dalam hal 
peningkatan kompetensi guru, melaksanakan lomba-lomba antar sekolah, 
melaksanakan seleksi Kepala Sekolah dan Guru berprestasi yang 
kriterianya Kepala Sekolah dan Guru, pelatihan-pelatihan guru dan Kepala 
Sekolah, penyusunan Program-program kerja sekolah dan juga bimbingan 
kepada sekolah ketika dilaksanakannya lomba-lomba sekolah, 
melaksanakan pengendalian yang dilakukan oleh pengawas-pengawas 
sekolah dan juga pengendalian melalui Penilaian Baku Mutu Sekolah oleh 
Badan Akreditasi Sekolah (BAS), melakukan evaluasi Peningkatan 
Pencapaian Baku Mutu Pendidikan dilakukan setahun sekali baik itu 
melalui pengawas sekolah maupun oleh Unsur Dinas Pendidikan Kota 
Malang yang lainnya. 
b) Bentuk pelaksanaan dari Pasal 36 Ayat (2) Perda Kota Malang No. 3 
Tahun 2009 terbentur dengan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, di dalam Amar putusan menyatakan bahwa 
Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional yang selama ini sebagai dasar hukum RSBI/SBI 
(Rintisan Sekolah Berstandar Internasional/Sekolah Berstandar 
Internasional) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Semua 
sekolah yang selama ini mendapatkan izin dari Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemdikbud) sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf 
Internasional (RSBI) berstatus menjadi sekolah reguler sesuai dengan 
Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 
017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI. 
2. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 
Tahun 2009 Yang Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang ada dua yaitu dari 
sisi Peraturan perundang-undangan dan persoalan Sumber Daya Manusia yang 
ada di dalam sekolah.  
a. Dari sisi Peraturan Perundang-undangan yaitu dihapuskannya RSBI 
dengan munculnya Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor : 017/MPK/SE/2013 tentang Kebijakan Transisi RSBI, upaya yang 
dilakukan adalah melanjutkan RSBI sampai tahun ajaran baru dan 
kemudian merubah status RSBI menjadi sekolah reguler. 
b. Dari sisi Persoalan Sumber Daya Manusia yang ada di dalam sekolah 
adalah pada persoalan yang timbul dari kreatifitas guru dalam cara 
mengajar, inovatif guru, kemampuan guru dalam menterjemahkan standar 
baku mutu. Sehingga upaya yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kota 
Malang adalah uji kompetensi sekolah dan tenaga pendidik dan sertifikasi 
para tenaga pendidik, karena dengan hal itu diharapkan guru-guru semakin 
terpacu untuk mendapatkan baku mutu pendidikan yang bagus. 
SARAN 
Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran agar 
kedepannya pelaksanaan Pasal 36 Perda Kota Malang No. 3 Tahun 2009 Yang 
Dilaksanakan Oleh Diknas Kota Malang: 
1. Dinas Pendidikan Kota Malang perlu mendorong baku mutu pendidikan di 
Kota Malang agar lebih baik lagi mengingat Kota Malang sebagai Kota 
Pendidikan. 
2. Dinas Pendidikan perlu memberikan standar baku mutu pendidikan yang 
mudah dipahami oleh sekolah dan melibatkan sekolah dalam penentuan 
standar baku mutu pendidikan. 
